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TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR

07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/11/2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN JEPARA

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan telah dilantiknya Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Periode Tahun 2023 - 2028, maka perlu merubah
struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Struktur
serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
- Dasar hukum keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); 2.  Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara



Catatan

Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor
1); Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5); Peraturan Komisi Informasi
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Keputusan ini Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

- keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

- lampiran 6 him



